
 

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR  

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR     10    TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

Menimbang :  a. bahwa dengan meningkatnya harga sewa kendaraan 

bermotor dan telah dilakukan survei oleh lembaga survei 

yang telah terakreditasi serta memperhatikan asas 

kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, maka Peraturan 

Bupati Malang Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tunjangan 

Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir     

dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang          

Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu untuk 

disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang 

Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah  

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang                  

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan            

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat           

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan       

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang  

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019        

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang  

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12        

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita   

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri        

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang   

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri           

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia    

Tahun 2019 Nomor 157); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006   

Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2010 Nomor 4/A);  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016     

Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9         

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2018 Nomor 1 Seri C); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A); 

17. Peraturan Bupati Malang Nomor 68 Tahun 2017         

tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2017 Nomor 8 Seri A), sebagaimana        

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2019 tentang   

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang        

Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 7 Seri A); 

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 229 Tahun 2019     

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang         

Tahun 2019 Nomor 13 Seri C); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 68 TAHUN 2017 

TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 5A dalam Peraturan Bupati Malang       

Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita         

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 8 Seri A),  

yang telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan          

Bupati Malang: 

a. Nomor 74 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2017 Nomor 12 Seri A); 

b. Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2019 Nomor 7 Seri A); 

diubah sebagai berikut: 

 

Pasal 5A 

 

Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 dan Pasal 4 paling banyak sebesar 

Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh          

ribu rupiah). 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.  

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal    6    April    2020 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 

 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal     6    April    2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 
 

ttd. 

 

DIDIK BUDI MULJONO 

 

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2020 Nomor  3  Seri  A 


